
SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 239 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA

KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA
UMUM DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang a. bahwa dengan adanya pelantikan dan pengambilan
Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,
Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah pada
tanggal 17 Juli 2O24, perlu merubah Keputusan
Gubernur Papua Tengah Nomor 63 Tahun 2024 tenta-ng
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum
Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun
Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Perubahan Atas La.mpiran
Keputusan Gubemur Papua Tengah Nomor 63 Tahun
2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah, Bendahara Umum Daerah dan Kuasa
Bendahara Umum Daerah Tahun Angga:.an 2024;

Mengingat l. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2O0l tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Irmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOl Nomor 135, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2l
Tahun 2001 tentang Otonomi Ktrusus Bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O2l Nomor 155, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (lrmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4286), sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 202 I tentarg Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2 I Nomor 246, Tambahan kmbaran Negara
Republik lndonesia Nomor 6736);
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3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355|, sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2O21 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penggalti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tah wt 2023 Nomor 4 I , Tambahan lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Q22 Nomor 4, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor l5 Tahun 2O22 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158,
Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 68O4);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OOO tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah darr Wakil
Kepala Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20OO Nomor 210, Tambahaa [,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05
Nomor 48, T.'nbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45O5) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
l,ayanan Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 534O);

9. Pcraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
l,aporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungiawaban
Kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah kepada Masyarakat (lrmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 19, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
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Menetapkan
KESATU

10. Peraturaa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

I I . Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2 I tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebdakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (lembaran Negara
Republik Indonesia Taiun 2021 Nomor 238, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 673O];

12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggunglawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

13. Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1781);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/ PMK.O7 /2022
tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka
Otonomi Khusus (Berita Negara Republik lndonesia
Tahwn 2O22 Nomor 41I), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
l9lPMK.O7 12023 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.O7 /2022 tentang
Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi
Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 197);

15. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun
2O24 teatang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024
(Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024
Nomor 4);

16. Keputusan Gubemur Papua Tengah Nomor 63 Tahun
2O24 tentar.g Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara
Umum Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran
2Q24;

MEMUTUSKAN:

KEDUA:...../4

Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah
Nomor 63 Tahun 2O24 tentang Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah, Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara
Umum Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran
2O24, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini.
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KEDUA Keputusar Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung
bulan Juli 2O24.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 22 November 2O24

q. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

sesuai dengan aslinya
BIRO HUKUM,

T
S MANURUNG, SH., M.H.

NrP 197606082002 I 2 1002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

l. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEICTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.
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PE.IABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH
DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

NAMAPANGKAT/GOL
MP

dengan aslinya
BIRO HUKUM,

NtP 197606082002 l2 1002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENCAH

NOMOR 239 TAHUN 2024

TEI{TANC
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN
CUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 63
TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN
PE.'ABAT PENGELOI,A KEUANGAN DAERAH,
BENDATIARA UMUM DAERAH DAN KUASA
BENDAHARA UMUM DAERAH PROVINSI
PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

JABATAN DAI-AM
INSTANSI KEDUDUKAN

Kuasa BUD

H. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

NO

\r
\\

ULTUS MANURUNG, SH., M.H.

I
Yohan Tono Tenouye, S.E.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700129 199701 I OOl

Kepala BPPIGD PPKD DAN BUD

2
Nirwan Prasetyo, S.E.
Penata TK.l/(In/d))
NIP19740221 200012 I OO5

Kepala Bidang
Perbendaharaan,
Akuntansi dan

Pelaporan

tPT


